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ABSTRAK 
 
       Outsourcing adalah hubungan kerja di mana pekerja yang dipekerjakan di 
suatu perusahaan dengan sistem kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberikan 
oleh perusahaan pemberi kerja, melainkan oleh perusahaan penyerah tenaga kerja. 
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
Outsouring di PT. Bank BRI Cabang Tegal serta mendeskripsikan perlindungan 
hukum bagi tenaga kerja maintenance ATM PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang 
Tegal yang diperpanjang lebih dari 1 kali perpanjangan maksimal 3 kali. 
       Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (Liberary Research), pendekatan yang 
digunakan adalah normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi 
kepustakaan dan dianalisis dengan bahan hukum sekunder. 
       Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa 
dalam pelaksanaan outsourcing di PT. Bank BRI cabang Tegal dengan pihak 
pekerja kontrak haruslah  sebelumnya melaksanakan perjanjian kerja dalam 
bentuk perjanjian kerja waktu tertentu dengan pihak perusahaan PT. Bringin 
Gigantara dan bukan antara pekerja kontrak dengan perusahaan pemberi kerja 
yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal. Adapun mengenai perlindungan 
hukum pekerja kontrak Maintenance ATM PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang 
Tegal Yang Diperpanjang Lebih Dari 1 Kali Perpanjangan Maksimal 3 Kali tidak 
dijelaskan dalam perjanjian dan dalam prakteknya terdapat beberapa pekerja 
kontrak yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun sehingga bertentangan dengan 
peraturan yang ada terutama terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal Pasal 
59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(“Kepmenakertrans 100/2004”).  
 
Kata Kunci : Outsouring, PT. Bank Rakyat Indonesia. 
 
 
vi 
 
ABSTRACT 
 
       Outsourcing is a work relationship in which workers are employed in a 
company with a contract system, but the contract is not given by the employer 
company, but by a labor surrender company. 
       The purpose of this study is to describe the implementation of Outsouring in 
PT Bank BRI Tegal Branch and describe the protection of the law for labor 
maintenance ATM PT Bank Rakyat Indonesia Tegal Branch which is extended 
more than 1 time a maximum extension of 3 times. 
       This type of research is library (Liber ary Research) , the approach used is 
normative, the technique of data collection is through literature study and 
analyzed with secondary legal materials. 
       The research results obtained in this study indicate that in the implementation 
of outsourcing in PT Bank BRI Tegal branch with contract workers must form a 
specific time work agreement with the parties PT Bringin Gigantar company and 
not between contract workers and employer companies namely Bank Rakyat 
Indonesia Tegal Branch As for the legal protection of contract workers 
Maintenance ATM PT. Bank Rakyat Indonesia Tegal Branch which is extended 
more than 1 time, a maximum extension of 3 times is not explained in the 
agreement and in practice there are several contract workers whose work period is 
more than 3 years so that it conflicts with existing regulations, especially related 
to the Labor Law Article 59 paragraph (4 ) Law Number 13 Year 2003 concerning 
Manpower and Article 3 avat (2) Kepmenakrans Number Kep-100 Men VI 2004 
Year 2004 ("Kepmenakert 100 100 2004)  
 
Keywords: Outsouring, PT Bank Rakyat Indonesia  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
       Pesatnya perkembangan zaman berdampak pula pada perkembangan ekonomi 
bangsa Indonesia. Perkembangan ekonomi di Indonesia sendiri didukung oleh 
maraknya bentuk badan usaha salah satunya bank. Bank merupakan suatu 
lembaga ekonomi yang telah hidup dan berkembang seiring dengan pertumbuhan 
suatu perekonomian. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu 
Negara.
1
 
       Bank sendiri dalam melaksanakan kegiatan usaha memerlukan tenaga kerja. 
Guna mengefisiensikan biaya produksi dalam perusahaan, maka perusahaan 
menerapkan sistem outsourcing. Outsourcing merupakan salah satu cara yang 
dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah pengusaha menjalankan usaha 
ditengah krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak beberapa tahun 
terakhir. Kebijakan untuk memberlakukan outsourcing dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia melalui beberapa 
kemudahan dalam sistem perekrutan pekerja yang dialihkan kepada pihak lain 
yakni dengan sistem outsourcing. 
       Sistem outsourcing menjadi pilihan karena ditinjau dari segi pengusaha 
adalah menguntungkan yaitu pengusaha dapat mengkonsentrasikan pemikirannya 
untuk menangani inti bisnisnya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan penunjang dapat 
                                                           
      1 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1. 
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diserahkan kepada penyedia jasa tenaga kerja. Dengan demikian perusahaan tidak 
perlu memiliki organisasi yang besar dengan jumlah tenaga kerja yang banyak. 
Demikian juga permasalahan ketenagakerjaan dapat dieliminir dengan adanya 
perusahaan lain yang menangani pekerjaan penunjang, dimana hubungan kerja 
ditangani pemborong atau penyedia jasa tenaga kerja. Artinya tidak ada hubungan 
secara langsung antara pekerja dengan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja.  
       Meskipun sistem outsourcing menurut para pengusaha adalah menjadi 
sesuatu jalan yang menguntungkan diterapkan dalam perusahaannya, akan tetapi 
sistem ini menjadi polemik dalam dunia ketenagakerjaan. Kondisi perekonomian 
yang terpuruk telah memaksa pemerintah dan dunia usaha untuk lebih kreatif 
untuk menciptakan iklim usaha. Melalui berbagai regulasi, pemerintah telah 
menciptakan perangkat hukum bagi berkembangnya investasi melalui dunia 
usaha. Disisi lain, pengusaha juga berupaya untuk menangkap setiap peluang 
bisnis yang ada, baik melalui pemanfaatan berbagai kemudahan usaha yang 
diberikan pemerintah maupun melalui upaya-upaya internal, misalnya melakukan 
efiensi untuk menghemat biaya operasional.
2
 
       Sistem Outsourcing sendiri diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 64 yang 
isinya“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa 
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis” Pemborongan pekerjaan sebelumnya 
telah diatur didalam KUHPerdata didalam Pasal 1601b yang berbunyi 
                                                           
      2 Siti Kunarti, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum 
Ketenagakerjaan, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2009. 
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“Pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si 
pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu 
bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima harga 
yang telah ditentukan”. 
       Selain peraturan atau undang-undang ketenagakerjaan terdapat peraturan-
peraturan lain yang mengatur mengenai sistem outsourcing, yaitu Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain. Peraturan Menteri ini lahir berdasarkan pada surat keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor : 
Kep.220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Didalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 
Pasal 17 ayat (3) di jelaskan bahwa pekerjaan yang boleh di outsourcingkan bukan 
merupakan pekerjaan pokok melainkan pekerjaan penunjang dari suatu 
perusahaan. Permenakertrans juga menjelaskan jenis – jenis pekerjaan yang boleh 
di Outsourcing seperti usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha 
penyediaan makanan bagi pekerja / buruh (cattering), usaha tenaga pengaman 
(security / satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan 
perminyakan, usaha penyediaan angkutan bagi pekerja / buruh. 
       Perusahaan Perbankan baik BUMN maupun swasta saat ini telah banyak 
menerapkan sistem outsourcing daripada menangkat pegawai tetap. Selain 
mengurangi pengeluaran karena gaji mereka tidak sebesar pegawai tetap mereka 
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juga diberikan beban kerja yang sama dengan pegawai tetap.
3
 Saat ini Otoritas 
Jasa Keuangan memiiki kewenangan dan tugas pengawasan serta pengaturan di 
sektor perbankan.Pasal 7 huruf a nomor 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa untuk melaksanakan 
tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai 
wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang 
meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, 
rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, 
konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Termasuk 
sumber daya manusia atau dalam hal kegiatan perekrutan Tenaga Kerja pun 
diawasi oleh OJK. Secara spesifik pengaturan sistem Outsourcing pada sektor 
Perbankan diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
9/PJOK.3/2016 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 
13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang 
Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. 
       Melihat Pasal 4 ayat (3) Peraturan OJK NO 9/PJOK.3/2016 menyebutkan 
bahwa “pekerjaan yang boleh di Outsourcingkan atau di alih dayakan pada sektor 
Perbankan adalah pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank dan pada 
alur kegiatan pendukung usaha Bank ”. sedangkan dalam Pasal 5 nya dijelaskan 
bahwa  kriteria pekerjaan yang boleh di alih dayakan atau di Outsourcingkan, 
yaitu meliputi pekerjaan yang berisiko rendah, tidak membutuhkan kualifikasi 
                                                           
      3 Novrijeka, Fenomena Tenaga Outsourcing Di Perbankan.https://novrijeka.wordpress.com. 
diakses pada Tanggal 31 Oktober 2019 Jam 22.27 WIB. 
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kompetensi yang tinggi dibidang perbankan, tidak terkait langsung dengan proses 
pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank. 
       Peraturan-peraturan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa pekerjaan yang 
boleh di outsourcingkan hanyalah pekerjaan penunjang yang dilakukan secara 
terpisah dari kegiatan pekerjaan pokok suatu perusahaan, atau didalam sektor 
perbankan pekerjaan yang boleh di outsourcingkan adalah pekerjaan penunjang 
pada alur kegiatan usaha Bank dan alur kegiatan pendukung usaha Bank. 
       Permasalahan tidak jelasnya pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa 
tenaga kerja juga kerap merambah ke usaha BUMN. Dimana Praktik outsourcing 
di BUMN dengan pembagian subcon (subcontractor) dalam bentuk pemborongan 
pekerjaan maupun penyedia jasa pekerja/buruh saat ini banyak yang menyimpang 
dan tidak jelas.
4
 Hal ini serupa dengan yang dialami oleh penulis dimana, penulis 
yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai maintenance ATM dengan 
status pekerja outsourcing. Seharunya pekerjaan maintenance ATM adalah salah 
satu pekerjaan inti yang bukan masuk kedalam salah satu golongan pekerja 
outsourcing. Hal ini karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pelayanan yang 
sifatnya terus-menerus.   
       Penulis dalam penelitiannya ini mencoba mengkaji apakah di Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Tegal terdapat permasalahan yang sama dengan hal diatas. 
Sehingga disini penulis tertarik untuk mengambil judul sebagai berikut ini: 
“Pelaksanaan Outsourcing Di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal”. 
                                                           
      4 Septian Deny, Buruh Minta Pemerintah Selesaikan Kasus Outsourcing di BUMN, 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2616431/buruh-minta-pemerintah-selesaikan-kasus-
outsourcing-di-bumn, diakses pada Tanggal 07 November 2019 Jam 08.01 WIB. 
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B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk mempermudah 
pembahasan dalam penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut:  
1. Bagaimana pelaksanaan Outsouring di PT. Bank BRI Cabang Tegal? 
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja maintenance ATM 
PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal yang diperpanjang lebih dari 1 kali 
perpanjangan maksimal 3 kali? 
C. Tujuan Penelitian 
       Melihat rumusan masalah di atas peneliti ingin mendapatkan tujuan penelitian 
adalah sebagi berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Outsouring di PT. Bank BRI Cabang 
Tegal. 
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja maintenance 
ATM PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal yang diperpanjang lebih dari 
1 kali perpanjangan maksimal 3 kali 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam hal 
memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum 
Perdata, khususnya ilmu Hukum Perbankan. 
2. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk Memberikan 
kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana 
penerapan sanksi dari penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing terhadap pihak 
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Bank BRI Cabang Tegal dan Pekerja ketika pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undanga yang ada. 
E. Tinjauan Pustaka 
       Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai acuan dan inspirasi oleh 
penulis dalam menggali permasalahan yang lebih dalam dan berbeda dengan 
penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang terdahulu: 
       1.   Penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin (2010) dalam skripsinya yang 
berjudul Tenaga Kerja Outsourcing (kontrak) studi tentang aspek perlindungan 
hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan di PT. Tyfountex Kartasura, Fakultas Hukum Univeristas 
Muhammadiyah Surakarta. Penelitiannya mengangkat isu bagaimana proses 
perjanjian Outsourcing pada tenaga kerja di perusahaan tersebut, kemudian 
bagaimana perlindungan hukum serta cara mengatasi permasalahan antara tenaga 
kerja Outsourcing dengan pihak perusahaan. Kedua isu itu menjadi pembeda 
antara penelitian yang diangkat oleh penulis. Sedangkan titik persamaan yang 
menjadi inspirasi penulis adalah, penelitian tersebut dengan penelitian penulis 
sama-sama meneliti permasalahan Outsourcing akan tetapi berbeda tinjauan 
hukum yang diambil dalam penelitian tersebut hanya fokus pada UU 
Ketenagakerjaan beda halnya dengan penelitian penulis yang mengkaji bukan 
hanya dari UU Ketenagakerjaan akan tetapi dalam Peraturan OJK No. 
9/PJOK.03/2016. 
       2.   M. Yusuf Subukhi mahasiswa Universitasa Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang Fakultas Syari,ah (2012) dalam skripsinya yang berjudul 
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“Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”. Penelitian 
tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut 
tidak meneliti pelaksanaan outsourcing dilapangan, akan tetapi mengkaji dari 
peraturan perundang-undangan dan konsep hukum Islam, beda halnya dengan 
penelitian yang dilaksanakan penulis yang harus meneliti pelaksanaan outsourcing 
dilapangan dan tidak mengkaji dari konsep hukum Islam. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
       Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), 
yaitu penelitian yang menggunakan data primer . Sumber datanya dapat diperoleh 
melalui observasi, wawancara dan partisipasi dan jenis penelitian kepustakaan 
(library research), yaitu penelitian yang menggunakan data skunder. Sumber 
datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. 
2. Pendekatan Penelitian 
       Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif 
yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, 
filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan 
umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-
undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian 
empiris adalah  penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota 
masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. penelitian hukum positif tidak 
9 
 
tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup 
bermasyarakat. 
3. Sumber Data 
       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari keterangan-
keterangan dan pendapat pihak terkait serta kenyataan-kenyataan, sedangkan data 
sekunder adalah data yang diperoleh melalui proses kepustakaan atau kajian 
pustaka yang dimana hanya berupa teori-teori dari berbagai literatur. Data ini 
sendiri terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer 
       Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat,
5
 terdiri dari beberapa aturan diantaranya, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Tarnsmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
/’Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan 
Lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/PJOK.3/2016 Tentang Prinsip 
Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian 
pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
                                                           
      5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia ( UI-Press ), 
2008,  hlm. 11. 
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Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
       Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan 
hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya 
yang memiliki kolerasi dengan penulisan penelitian ini. 
c. Bahan Hukum Tersier 
       Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi 
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier 
dalam penulisan makalah ini meliputi kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. 
4. Metode Pengumpulan Data  
       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara Studi Kepustakaan (Library Research) dengan melakukan 
serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai 
buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
       Metode Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode 
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.
6
 
Dalam penulisan ini penulis menguraikan mengenai peraturan perundang-
undangan nasional yang terkait dengan ketenagakerjaan. 
                                                           
      6 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 1 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan  
1. Definisi Hukum Ketenagakerjaan 
       Segala aspek dalam kegiatan bernegara diatur oleh hukum, sama halnya 
dengan negara Indonesia yang dalam kegiatannya berlandaskan pada hukum oleh 
sebab itu sering disebut sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum segala 
aspek kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh hukum termasuk dalam hubungan 
industrial yang menyangkut tenaga kerja. Pengaturan ini demi terpenuhinya hak 
para tenaga kerja agar tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran terhadap tenaga 
kerja. Hukum perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah ketenagakerjaan, 
sehingga hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Di Indonesia 
pengaturan hukum Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
       Hukum ketenagakerjaan atau perburuhan merupakan bagian dari hukum pada 
umumnya. Sebagai bagian dari hukum pada umumnya atau memberikan batasan 
pengertian hukum ketenagakerjaan atau perburuhan tidak terlepas dari pengertian 
hukum pada umumnya. Berbicara tentang batasan hukum, para ahli saat ini belum 
ada menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak tentang 
hukum. Hal ini dikarenakan hukum memiliki bentuk dan cakupan yang sangat 
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luas. Bentuk dan cakupan yang luas ini menjadikan hukum dapat diartikan dari 
berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.
7
  
    Beberapa ahli hukum berpendapat mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan 
diantaranya menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan 
dengan hubungan kerja, dimana pekerja itu dilakukan dibawah pimpinan dan 
dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan hubungan 
kerja.
8
 
       Sedangkan menurut Soetikno, hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah 
keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang 
mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan 
orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung 
bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.
9
 
       Imam Soepomo sendiri memberikan pengertian hukum perburuhan 
(Ketenagakerjaan) adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun 
tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seorang bekerja pada orang 
lain dengan menerima upah.
10
 
       Dari definisi-definisi yang diungkapkan oleh pakar hukum diatas, maka dapat 
dikatakan hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur, yaitu:
11
 
                                                           
      7 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 20. 
      8 Ibid, hlm. 4. 
      9 Abdul Khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, 
hlm. 4. 
      10 Ibid, hlm. 5. 
      11Ibid, hlm.6. 
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a. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. 
b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau 
majikan. 
c. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat upah 
sebagai balas jasa. 
d. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, 
haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh dan 
sebagainya. 
       Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi mengenai Hukum 
Ketenagakerjaan atau Perburuhan. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang 
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa 
kerja. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum 
Ketenagakerjaan adalah serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis 
yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum kerja (pre employment), pada 
saat kerja (during employment) dan sesudah kerja (post employment). 
       Hendaknya perlu diingat pula bahwa ruang lingkup ketenagakerjaan tidak 
sempit dan sederhana. Kenyataan dalam praktik sangat kompleks dan 
multidimensi. Oleh sebab itu, ada benarnya jika hukum ketenagakerjaan tidak 
hanya mengatur hubungan kerja, tetapi meliputi juga pengaturan di luar hubungan 
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kerja, serta perlu diindahkan oleh semua pihak dan perlu adanya perlindungan 
pihak ketiga, yaitu penguasa (pemerintah) bila ada pihak-pihak yang dirugikan.
12
 
2. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan 
       Pasal 3 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas 
keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas 
pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan 
nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan 
karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait 
dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau 
buruh. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu 
dalam bentuk kerja sama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum 
ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas 
sektoral pusat dan daerah.
13
 
       Menurut Manulang, tujuan hukum ketenagakerjaan ialah:
14
 
a. untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang 
ketenagakerjaan. 
b. untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari 
pengusaha. 
                                                           
      12 Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 4-5. 
      13Ibid, hlm. 7. 
      14Abdul Khakim, Op.cit., hlm.7. 
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       Poin (a) lebih menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan harus menjaga 
ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses 
produksi, untuk dapat mencapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. 
Adapun butir (b) dilatar belakangi adanya pengalaman selama ini yang sering kali 
terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap pekerja atau buruh. Untuk itu 
diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif dan konkret dari 
pemerintah. 
       Adapun tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan yaitu sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan 
Hukum Ketenagakerjaan bertujuan: 
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi. 
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan. 
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
3. Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan 
a. Tenaga Kerja 
       Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja menurut 
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ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan 
kerja. 
       Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagai hasil dari pekerjaanya. Setiap 
pekerja mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi meliputi: 
1) Hak Pekerja 
a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan 
perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan 
(Pasal 4 huruf c). 
b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 
untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 6). 
c. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 
diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6). 
d. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/ atau meningkatkan dan/atau 
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11). 
e. Setiap pekerja/ buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 
pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3). 
f. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 
memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh 
penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31). 
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g. Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan 
dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai 
dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 
ayat (1). 
h. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1). 
i. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 
sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat 1). 
j. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 
pekerja/ serikat buruh (Pasal 104 ayat 1). 
2) Kewajiban Tenaga Kerja 
       Kewajiban-kewajiban pekerja/buruh menurut Lalu Husni sebagai berikut :
15
 
a) Wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian yang telah di 
sepakati oleh para pihak. Dalam melaksanakan isi perjanjian, pekerja 
melakukan sendiri apa yang menjadi pekerjaanya. Akan tetapi, dengan 
seizin pengusaha/ majikan pekerjaan tersebut dapat digantikan oleh orang 
lain. 
b) Wajib menaati peraturan dan petunjuk dari pengusaha/majikan aturan-
aturan yang wajib di taati tersebut Antara lain dituangkan dalam tata 
tertib perusahaan dan peraturan perusahaan. Perintah-perintah yang 
diberikan oleh majikan wajib ditaati pekerja sepanjang diatur dalam 
perjanjian kerja, undang-undang dan kebiasaan setempat. 
                                                           
15 Lalu Husni, Op.cit.,hlm. 72 
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c) Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda apabila pekerja dalam 
melakukan pekerjaannya akibat kesengajaan atau karena kelalaiannya 
sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, kehilangan atau lain 
kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan atau merugikan majikan, 
maka atas perbuatan tersebut pekerja wajib menanggung resiko yang 
timbul. 
d) Kewajiban untuk bertindak sebagai pekerja yang baik. Pekerja wajib 
melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti yang tercantum dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun dalam perjanjian kerja 
bersama. Selain itu, pekerja juga wajib melaksanakan apa yang 
seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut peraturan perundang-
undangan, kepatutan, maupun kebiasaan. 
b. Pengusaha 
       Pengusaha adalah seseorang atau kumpulan orang yang mampu 
mengidentifikasi kesempatan-kesempatan usaha (business opportunities) dan 
merealisasikannya dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai. Dalam Pasal 
1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pengusaha adalah: 
1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 
perusahaan milik sendiri. 
2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 
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3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b 
yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia. 
c. Serikat Pekerja 
       Dasar hukum pembentukan serikat pekerja/buruh diatur dalam Pasal 103 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam 
pasal ini disebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi 
anggota serikat pekerja/serikat buruh. Hak berserikat bagi pekerja/buruh ini secara 
global diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 
87/1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi 
dan berunding bersama Convention Concorning Freedom of Associaton and 
Protection of the Right to Organise. 
       Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang 
serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk 
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, 
terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau serikat buruh serta 
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh serta keluarganya. 
       Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana memperjuangkan, 
melindungi, membela, dan meningkatkan kepentingan serta meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Pekerja/buruh dalam menggunakan 
hak tersebut, dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih 
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luas yaitu kepentingan bangsa dan negara, oleh karena itu penggunaan hak 
tersebut dilaksanakan dalam hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan 
berkeadilan. 
d. Asosiasi Pengusaha  
       Asosiasi pengusaha di Indonesia sendiri dikenal dengan APINDO, yang 
dimana organisasi independen non-partisan para pengusaha Indonesia yang 
bergerak di bidang perekonomian. Contoh lain dari Asosiasi Pengusaha Asosiasi 
atau gabungan pengusaha, misalnya Kamar Dagang dan Industri. Juga dikenal 
gabungan pengusaha dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia dan lain-lain. 
e. Pemerintah 
       Campur tangan pemerintah dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan 
dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil. 
Pemerintah adalah Institusi yang bertanggung jawab dalam bidang 
Ketenagakerjaaan dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan maupun 
Dinas Tenaga Kerja di daerah. 
B. Tinjauan Umum tentang Konsep Outsourcing 
1. Pengertian Outsourcing 
       Penyedia jasa atau yang disering disebut juga outsourcing adalah hubungan 
kerja di mana pekerja yang dipekerjakan di suatu perusahaan dengan sistem 
kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberikan oleh perusahaan pemberi kerja, 
melainkan oleh perusahaan penyerah tenaga kerja. Sistem outsourcing termasuk 
hubungan kerja berdasarkan perjanjian pengiriman/peminjaman pekerja 
(uitzendverhouding). Hubungan kerja ini di temukan adanya tiga pihak, yaitu 
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perusahaan penyedia atau pengirim tenaga kerja (penyedia), perusahaan pengguna 
tenaga kerja (pengguna), dan tenaga kerja.
16
 
       Dapat juga dikatakan outsourcing sebagai penyerahan kegiatan perusahaan 
baik sebagian ataupun secara menyeluruh kepada pihak lain yang tertuang dalam 
kontrak perjanjian. Seringkali outsourcing disamakan dengan jasa penyalur tenaga 
kerja. Sebenarnya outsourcing adalah pemindahan fungsi pengawasan dan 
pengelolaan suatu proses bisnis kepada perusahaan penyedia jasa. Ada 3 unsur 
penting dalam outsourcing yaitu: 
a. Pemindahan fungsi pengawasan. 
b. Pendegelasian tanggung jawab atau tugas suatu perusahaan. 
c. Menitik beratkan pada hasil atau output yang ingin dicapai oleh perusahaan. 
       Selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan 
rinci memberikan definisi tentang outsourcing. Pengertian outsourcing dapat 
dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, yang isinya menyatakan adanya suatu perjanjian kerja yang 
dibuat antara perusahaan dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
17
 
       Penyedia jasa atau Outsourcing merupakan hak pengusaha, namun 
pelaksanaan hak itu ada persyaratan tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan 
                                                           
      16 Abdul Khakim, Op.cit., hlm.74. 
      17 Iftida Yasar, Sukses Implementasi Outsourcing, Jakarta: PPM, 2008, hlm. 3. 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya dalam melakukan 
outsourcing harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:
18
 
a. Syarat Materiil yaitu harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, 
dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 
pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, 
tidak menghambat proses produksi secara langsung. 
b. Syarat Formil yaitu Asas Kebebasan Berkontrak yang tertuang pada Pasal 
1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu 
perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah 
pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 
untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 
       Seiring dengan perkembangan zaman, tujuan dari outsourcing tidak hanya 
membagi risiko ketenagakerjaan, tetapi menjadi lebih kompleks. Outsourcing 
telah menjadi alat manajemen, serta bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, 
tetapi untuk mendukung dan sasaran bisnis. Berdasarkan hasil survei outsourcing 
instititute ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan outsourcing. 
Alasan-alasan tersebut antara lain: 
19
 
a. Meningkatkan fokus perusahaan. 
b. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia. 
c. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari reengineering. 
                                                           
      18 Abdul Khakim, Op.cit., hlm. 74 
      19 Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing, Jakarta: 
PT. Gramedia, 2004, hlm. 4-5. 
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d. Membagi risiko. 
e. Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. 
f. Memungkinkan tersedianya dana kapital. 
g. Menciptakan dana segar. 
h. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. 
i. Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri. 
j. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. 
       Alasan-alasan huruf a sampai dengan e diatas merupakan target jangka 
panjang dan bersifat strategis. Sedangkan alasan f sampai dengan j lebih bersifat 
taktis atau yang mempengaruhi operasi dan bisnis perusahaan sehari-hari. 
2. Pengaturan Outsourcing 
       Pelaksanaan outsourcing melibatkan 3 (tiga) pihak yakni perusahaan 
penyedia tenaga kerja outsourcing (vendor), perusahaan pengguna tenaga kerja 
outsourcing (user), dan tenaga kerja outsourcing itu sendiri. Oleh karena itu, perlu 
adanya suatu regulasi agar pihak-pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan 
khususnya tenaga kerja outsourcing. 
a. Dasar Hukum Outsourcing 
       Pengaturan hukum outsourcing (alih daya) di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 64, 65, dan 66). Dalam 
Pasal 64 menyebutkan “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan 
kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 
pekerja yang dibuat secara tertulis”.20 
                                                           
      20 Amin Widjaja Tunggal, Business Process Outsourcing, Jakarta: Harvarindo, 2015, hlm. 
 
 
 
 
24 
 
 
 
       Kemudian dalam Pasal 65, dijelaskan:
21
 
1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara 
tertulis. Dalam hal ini, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaannya kepada perusahaan lain melalui pemborongan pekerjaan atau 
penyediaan jasa pekerja. 
2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. 
b) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 
pekerjaan. 
c) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. 
d) Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 
e) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud diatas harus berbentuk badan 
hukum. 
3) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/ buruh di perusahaan 
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan 
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja di perusahaan pemberi pekerjaan 
atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
4) Perubahan dan/ atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 
                                                           
      21 Ibid, hlm. 42. 
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5) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain 
dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. 
6) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat didasarkan atas 
perjanjian-perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 
tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59. 
7) Dalam hal ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) 
tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan pekerja/buruh dengan 
perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja. 
8) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8), maka hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 
9) Sedangkan Pasal 66 mengatur:22 
1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh 
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau 
kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi kecuali 
untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan 
langsung dengan proses produksi. 
                                                           
22Ibid. hlm. 44. 
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2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a) Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh. 
b) Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah 
pihak. 
c) Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh. 
d) Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan 
perusahaan penyedia pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib 
memuat pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 
3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan 
hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang 
ketenagakerjaan. 
4) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, 
huruf b dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum 
status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan jasa penyedia 
pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 
perusahaan pemberi pekerjaan. 
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       Untuk menentukan suatu kegiatan apakah termasuk kegiatan pokok (kegiatan 
yang berhubungan langsung dengan proses produksi) atau kegiatan penunjang 
(yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi), yaitu dengan melihat 
akibat dari keberadaan kegiatan (satu pekerjaan). Apabila tanpa kegiatan tersebut 
perusahaan tetap dapat berjalan dengan baik, maka kegiatan itu termasuk kegiatan 
penunjang. Akan tetapi sebaliknya, apabila tanpa kegiatan yang dimaksud, proses 
kegiatan perusahaan menjadi terganggu dan tidak dapat berjalan, maka kegiatan 
itu temasuk kegiatan pokok. 
C. Tinjaun Umum Tentang Perlindungan Hukum  
       Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan 
menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, 
ditunjukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara 
menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak 
hukum. Dalam hukum “hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif 
merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum 
obyektif, dalam hal hukum subyektif adalah norma-norma, kaidah.  
       Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai 
pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Soeroso 
mengatakan bahwa hukum tidak hanya beperan di dalam keadaan-keadaan yang 
penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada 
aktivitas sehari-hari.
23
 
                                                           
      23 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika 2006, hlm. 16. 
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       Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukan 
pekerja berada pada pihak yang lemah. Perlindungan terhadap pekerja 
dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin 
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk 
mewujudkan kesejahteraan pekerja. 
       Secara teori, dalam hubungan Perburuhan Industrial Pancasila, ada asas 
hukum yang mengatakan bahwa, buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang 
sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja, namun dalam 
praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar.Pengusaha sebagai pemilik 
modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja. Ini jelas 
tampak dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan”. 24 
Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari majikan inilah maka perlu 
campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum, agar keadilan 
dalam ketenagakerjaan lebih cepat tercapai. 
       Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan 
menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, 
ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu 
dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam 
sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, 
Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan 
oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht). 
                                                           
      24 Sehat Damanik, Outsourcing dan Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: DSS Publishing, 2006, hlm. 102. 
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       Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan 
perlindungan kepada pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan, yaitu 
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang 
Ketenagakerjaan. Lingkup perlindungan terhadap pekerja/ buruh yang diberikan 
dan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah: 
1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja. Obyek perlindungan ini adalah 
sebagai berikut: 
a) Perlindungan pekerja/ buruh perempuan Perlindungan terhadap 
pekerja/buruh perempuan berkaitan dengan: Batasan waktu kerja bagi 
yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, yaitu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
b) Larangan bekerja bagi wanita hamil untuk jam-jam tertentu, yaitu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang 
Ketenagakerjaan; Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh 
pengusaha apabila mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 WIB 
sampai dengan pukul 07.00 WIB, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 
76 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan; Kewajiban bagi pengusaha 
menyediakan angkutan antar jemput bagi yang bekerja antara pukul 
23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB, yaitu sebagaimana diatur 
dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
c) Perlindungan terhadap pekerja/buruh anak. Yang termasuk ke dalam 
pekerja/buruh anak adalah mereka atau setiap orang yang bekerja yang 
berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana diatur dalam 
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Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perlindungan 
terhadap pekerja/buruh anak meliputi hal-hal atau ketentuan tentang tata 
cara mempekerjakan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 68, 69 ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (1) UU 
Ketenagakerjaan. 
d) Perlindungan bagi penyandang cacat. Pengusaha yang mempekerjakan 
tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai 
dengan jenis dan derajat kecacatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 
ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan tersebut 
adalah seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan 
pelindung diri. 
2. Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perlindungan atas 
keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak dari pekerja atau 
buruh seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf UU 
Ketenagakerjaan. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis 
dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perlindungan ini 
bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja, pengendalian cahaya ditempat kerja, promosi 
kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. 
3. Perlindungan atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pengertian dari Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, adalah 
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suatu perlindungan bagi pekerja/buruh dalam bentuk santunan berupa uang 
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan 
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh 
pekerja/buruh berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan 
meninggal dunia. Perlindungan ini merupakan perlindungan ekonomis dan 
perlindungan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat 
(1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 15 serta Pasal 16 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
4. Perlindungan atas Upah. Pengupahan merupakan aspek yang sangat penting 
dalam perlindungan pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam 
Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa setiap 
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam penjelasan dari Pasal 88 
ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
5. Penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah 
penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga 
mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara 
wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, 
pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Upah yang dibayarkan 
kepada pekerja/buruh harus memenuhi ketentuan upah minimun, sesuai 
dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-
01/Men/1999 tentang Upah Minimum, yang dimaksud dengan upah 
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minimum adalah upah bulanan yang terendah, terdiri dari upah pokok dan 
tunjangan tetap. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia 
       PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank milik 
pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja 
dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank 
Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priayi yang berkebangsaan Indonesia 
(pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai 
hari kelahiran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
25
  
       Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja pada periode 
setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946 
Pasal 1 disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai Bank 
Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang 
mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti 
untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville 
pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. 
Pada waktu itu melalui PERPU Nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi 
Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburandari BRI, Bank Tani 
Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan 
Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 tahun 1965, BKTN 
                                                           
      25 https://tirto.id/sejarah-bri-bnh9, di akses pada Tanggal 01 Januari 2020 Jam 20.12 WIB. 
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diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan 
Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres 
Nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank 
Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, 
Tani dan Nelayan (eks-BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara 
Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara 
Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).
26
 
       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-
Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang 
Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank 
Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang 
Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu 
Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1968 menetapkan kembali 
tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 
berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan 
Pemerintah. 
                                                           
      26 https://tirto.id/sejarah-bri-bnh9, di akses pada Tanggal 01 Januari 2020 Jam  20.12 WIB. 
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       Penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering (“IPO”)) meliputi 
penawaran kepada masyarakat internasional dan penawaran kepada masyarakat 
Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Badan Pengawas Pasar 
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan pernyataan pendaftaran 
tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam dan LK No. S-
2646/PM/2003 Tanggal 31 Oktober 2003. Penawaran umum saham perdana BRI 
meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah 
penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp. 875 (Rupiah penuh) per lembar 
saham di Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 
2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham Bank Rakyat Indonesia juga 
dicatatkan.
27
 
       Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk mengalami beberapa perubahan yaitu: 
a. Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang seluruh 
perubahannya dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang telah 
disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-
48353.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 06 Agustus 2008 beserta perubahan-
perubahannya. 
b. Akta Penyertaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
(PERSERO) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat 
Indoesia (Persero) Tbk Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008. 
                                                           
      27 https://bri.co.id/info-perusahaan, diakses pada Tanggal 05 Januari 2020 Jam 20.10 WIB. 
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c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tanggal 13 Februari 2009. 
d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 4 Tanggal 2 Februari 2009. 
       PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan sejak tahun 1895 
didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, 
yaitu dengan fokus pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM). Hal ini tercermin dari penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada 
tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar. Atas keberhasilannya sebagai bank 
pertama yang dapat menyalurkan kredit mikro (KUR) kepada masyarakat dalam 
jumlah yang besar, kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapat 
pujian dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada AFI Global Policy 
Forum di Bali 27 September 2010.  
       Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 
sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 
4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI yang berlokasi di Gedung BRI I, 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi 
/SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor 
Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor 
Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 
P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. Dalam melaksanakan 
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fungsinya sebagai lembaga financial intermediary, agar dalam pelaksanaan 
kegiatan operasionalnya tercapai apa yang telah ditargetkan, berikut ini adalah visi 
dan misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah:  
1. Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Menjadi bank komersial 
terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.  
2. Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk : 
a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 
pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang 
peningkatan ekonomi masyarakat. 
b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 
yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 
profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.  
c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan. 
       Struktur organisasi menggambarkan tanggung jawab dan kewajiban setiap 
karyawan sehingga dalam menjalankan tugas dan wewengannya dapat dilakukan 
sesuai dengan jabatan atau posisinya didalam organisasi tersebut. Dengan 
demikian ada pemisahan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara jelas 
sehingga masing-masing karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien 
sehingga menjamin adanya kelancaran kerja dalam perusahaan.  
       Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dipimpin oleh 
beberapa komite yang membawahi setiap biro. Kedudukan tertinggi adalah RUPS 
(Rapat Umum Pemegang Saham) yang membawahi Dewan Pengawas 
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Syariah,Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Garis besar struktur organisasi 
Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:
28
 
1. Dewan Pengawas Syariah 
2. Dewan Komisaris 
a. Komite Audit 
b. Komite Pemantau Risiko 
c. Komite Remunerasi dan Nominasi 
d. Komite Personalia Pusat 
e. Komite Produk 
f. Komite Manajemen Risiko 
g. Komite Kredit 
h. Komite Kebijakan Perkreditan 
i. Komite Teknologi  
j. ALCO 
3. Direktur Utama 
4. Wakil Direktur Utama 
a. Divisi Sekertariat Perusahaan (DSP) 
b. Divisi Penelitian dan Perencanaan (DPP) 
c. Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis (DKPB)  
5. Direktur I 
a. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM) 
b. Divisi Manajeman Risiko (DMR) 
                                                           
28https://bri.co.id/info-perusahaan, diakses pada tanggal 05 Januari 2020 Jam 20.10 WIB 
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c. Divisi Kepatuhan (DK) 
6. Direktur II 
a. Divisi Treasury (DTRS) 
b. Divisi Pemasaran Ritel (DPRT) 
c. Divisi Syariah (DSYA) 
7. Direktur III 
a. Divisi Akuntansi (DAKT) 
b. Divisi Operasi (DOPS) 
c. Divisi Teknologi Informasi (DTI) 
8. Direktur IV 
a. Divisi Pengelolaan Kredit (DPK) 
b. Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit (DPPK) 
c. Divisi Logistik (DLOG) 
B. Pelaksanaan Outsouring di PT. Bank BRI Cabang Tegal 
       Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, disini penulis 
menemukan bahwa sebelum terjadinya pelaksanaan outsourcing di PT. Bank BRI 
Cabang Tegal pihak pekerja kontrak sebelumnya akan melaksanakan perjanjian 
kerja dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu dengan pihak perusahaan PT. 
Bringin Gigantara dan bukan antara pekerja kontrak dengan perusahaan pemberi 
kerja yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal. PT. Bringin Gigantara sendiri 
adalah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang telah memenuhi syarat untuk 
melaksanakan kegiatan jasa penunjang Perusahaan Pemberi Pekejaan dan tidak 
bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenenagakerjaan Nomor 11 Tahun 
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2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusaahan Lain. 
       Hal ini serupa dengan penuturan salah satu pegawai Bank Rakyat Indonesia 
bagian coustemer service yang mengatakan bahwa, “bagi tenaga kerja yang ingin 
bekerja sebagai tenaga kerja outsourcing di Bank Rakyat Indonesia, maka tenaga 
kerja tersebut harus melaksanakan perjanjian kerja waktu  tertentu dengan 
perusahaan penyedia lowongan kerja outsourcing dan perusahaan tersebut telah 
terikat kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia” 29 . Sebagaimana yang 
tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh kedua belah 
pihak pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa “pekerja adalah pihak kedua/pekerja 
yang mempunyai hubungan kerja dengan pihak pertama/perusahaan penyedia jasa 
pekerja karena pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dimaksud Pasal 2 berdasarkan 
perjanjian kerja waktu tertentu menurut perjanjian kerja ini”. 
       Pekerjaan waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak pertama dan kedua 
tersebut menyebutkan bahwa pekerja kontrak menyetujui untuk 
melaksanakan/bekerja sebagai maintenance di tempat perusahaan pemberi kerja 
yaitu PT. Bank Rakyar Indonesia Cabang Tegal. Mengenai ruang lingkup tugas 
atau pekerjaan yang diserahkan oleh PT. Bringin Gigantara kepada pekerja 
kontrak disesuaikan dengan jabatan atau tugas dari pekerja kontrak dan 
dituangkan dalam bentuk surat penugasan dan uraian tugas/pekerjaan (Job 
Description) yang diberikan oleh PT. Bringin Gigantara. Selain itu pekerja 
                                                           
      29 Wawancara dengan Fahrul Fatkhurozi pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal pada 
tanggal 14 November 2019 Jam 09.45 WIB. 
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kontrak harus bersedia untuk sewaktu-waktu dipindahkan dari satu lokasi ke 
lokasi lain dengan upah dan fasilitas sesuai dengan standar upah dan fasilitas yang 
berlaku di PT.Bringin Gigantara.
30
 
       Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi 
yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja 
membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya 
tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.
31
 Bentuk perlindungan yang 
diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat 
pekerja/ buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses 
hubungan industrial. Hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya 
komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan dipotong oleh 
kemampuan dan komitmen yang tingi dari semua elemen yang ada dalam 
perusahaan.
32
 
       Mengenai jangka waktu perjanjian antara pekerja kontrak dengan PT. Bringin 
Gigantara adalah 1 (satu) tahun lamanya dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 
untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan tidak lebih berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak. PT. Bringin Gigantara mempunyai kewajiban 
membayar upah kepada pekerja kontrak tersebut dengan komponen yang terdiri 
dari upah pokok dan tunjangan premium. Dalam peraturan perundangan-
undangan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
                                                           
      30 Wawancara dengan Alfianto Yuli Triwodagdo pegawai bagian Administrasi di PT. Bringin 
Gigantara pada Tanggal 14 November 2019 Jam 09.45 WIB. 
      31 Asri wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 
hlm. 49. 
      32 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan,  Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 2. 
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Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai beberapa hak pekerja kontrak 
sebagaimana yang telah dicantumkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang 
dibuat oleh pekerja kontrak dengan PT. Bringin Gigantara mengenai penerimaan 
upah, upah lembur, cuti yang diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 
(satu) tahun kepada pekerja kontrak dengan catatan pekerja kontrak telah bekerja 
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku pada PT. Bringin Gigantara. Atas pelaksanaan cuti tersebut PT. Bringin 
Gigantara memberikan Tunjangan Uang Perjalanan Cuti Tahunan (TUPCT) 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak diperusahaan penyedia 
jasa pekerja masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah pokok. 
       Pemberian Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) bagi pekerja kontrak 
diberikan secara terus-menerus minimal telah bekerja 3 (tiga) bulan. Jika pekerja 
kontrak bekerja selama 3 (tiga) bulan atau lebih tetapi kurang dari 1 (satu) tahun, 
maka THR tersebut diberikan secara proposional. Satu kelebihan dari perjanjian 
kerja waktu tertentu yang di buat oleh pekerja kontrak dengan PT. Bringin 
Gigantara adalah adanya program-program yang memberikan jaminan kepada 
pekerja kontrak bahwa pekerja kontrak akan menerima hak-hak yang seperti 
membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak. Jaminan keselamatan kerja yang di berikan pada pekerja kontrak 
hanya terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan 
Kematian. 
       Namun, terdapat penggantian biaya rawat inap di rumah sakit dan rawat jalan 
Non-rutin bagi pekerja kontrak. Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut telah 
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memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdiri dari identitas kedua 
belah pihak yang menandatangani perjanjian, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat 
pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang 
memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, tempat 
dan tanggal dibuat perjanjian dan yang terakhir adalah tanda tangan para pihak 
dalam perjanjian. 
       Selain mendapatkan upah, para pekerja kontrak di Bank Rakyat Indonesia 
juga berhak atas upah lembur. Dimana perhitungan upah lembur tersebut 
ditentukan oleh pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal, yaitu pekerja 
kontrak dikatakan lembur kerja apabila hal tersebut merupakan permintaan dari 
pimpinan. Dari situlah pekerja baru mendapatkan upah lembur.
33
 
       Untuk pemberian upah lembur, pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal 
hendaknya memperhatikan Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No. Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan 
Upah Kerja Lembur. Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan 
dengan rumusan upah sejam adalah 1/173 x Upah sebulan. 
       Mengenai perhitungan jam kerja sebagai dasar penghitungan upah lembur 
yaitu : 
a. Apabila perusahaan memberlakukan kerja 6 hari dalam seminggu, maka 
jumlah jam kerja 1 hari = 7 jam dan hari Sabtu 5 jam kerja. Lebih dari jam 
tersebut dihitung sebagai jam lembur. 
                                                           
      33 Wawancara dengan Alfianto Yuli Triwodagdo pegawai bagian Administrasi di PT. Bringin 
Gigantara pada Tanggal 14 November 2019 Jam 09.45 WIB. 
 
 
 
 
44 
 
 
 
b. Apabila perusahaan memberlakukan jam kerja 5 hari dalam 1 minggu maka 
jam kerja 1 hari jumlahnya = 8 jam dan hari Sabtu libur. Lebih dari jam 
tersebut dihitung sebagai lembur. 
c. Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Kepmenakertrans No. KEP- 102/Men/VI/2004 
tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur telah menyatakan secara 
tegas bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam 
dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. 
d. Selain itu perusahaan baik PT. Bringin Gigantara maupun Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Tegal dilarang untuk melakukan pemotongan upah pekerja 
kontrak dengan tanpa alasan-alasan yang sah yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Seperti istilah dalam hubungan kerja “no work no pay” 
dimana pekerja yang tidak bekerja tidak berhak mendapat upah. Seperti yang 
diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah tidak akan dibayar apabila 
pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. 
       Pekerja kontrak diwajibkan untuk menaati perjanjian ini, peraturan 
perusahaan dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh PT. Bringin 
Gigantara maupun perusahaan pemberi kerja (Bank Rakyat Indonesia). Pekerja 
kontrak berkewajiban memberikan ganti kerugian dan menerima sanksi sesuai 
peraturan atau ketentuan yang berlaku terhadap segala kerugian yang diderita baik 
PT. Bringin Gigantara maupun Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal apabila 
melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang 
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menjadi tanggung jawabnya. Pekerja kontrak juga bersedia dikurangi upahnya 
apabila tidak hadir secara penuh selama jam kerja, selain itu juga pekerja kontrak 
dilarang untuk menuntut fasilitas/hak/kesejahteraan lain selain yang telah 
ditentukan.
34
 Pada tahun pertama pekerja kontrak diwajibkan untuk mengikuti 
KB/tidak hamil/tidak cuti melahirkan dan pekerja kontrak diwajibkan untuk 
menyediakan tenaga pengganti sesuai dengan kualifikasi jika pekerja kontrak 
berhalangan hadir dalam tugas kerjanya. 
       Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan perjanjian 
kerja waktu tertentu yang dibuat adalah hanya antara pihak pekerja kontrak 
dengan PT. Bringin Gigantara dan bukan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Tegal. Dalam Pasal 64-66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 101/ Men/VI/2004Tahun 2004 
tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh mengenal 
praktek outsourcing dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan 
penyediaan jasa pekerja. Dimana kedua bentuk kegiatan tersebut dapat dilakukan 
dengan syarat-syarat tertentu yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, 
adapun perusahaan penyedia jasa pekerjanya harus berbadan hukum dan telah 
terdaftar di instansi ketenagakerjaan. 
        Praktek outsourcing tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 yaitu : 
                                                           
      34 Wawancara dengan Alfianto Yuli Triwodagdo pegawai bagian Administrasi di PT. Bringin 
Gigantara pada Tanggal 14 November 2019 Jam 09.45 WIB. 
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1. Pasal 64 adalah dasar dibolehkannya outsourcing. Yang menyatakan bahwa 
perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 
2. Pasal 65 memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah : 
a) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan laindi 
laksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara 
tertulis (ayat 1). 
b) Pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang dimaksud dalam 
ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. 
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 
pemberi pekerjaan. 
3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. 
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung (ayat 2). 
c) Perusahaan lain (yang diserahkan pekerjaan) harus berbentuk badan 
hukum (ayat 3). 
d) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan lain sama 
dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan 
pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang (ayat 4). 
e) Perubahan atau penambahan syarat-syarat tersebut diatas diatur lebih 
lanjut dalam keputusan menteri (ayat 5). 
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f) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian 
tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang dipekerjakannya (ayat6). 
g) Hubungan kerja antara perusahaan lain dengan pekerja/buruh dapat 
didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu (ayat 7). 
h) Bila beberapa syarat tidak dipenuhi, antara lain syarat-syarat mengenai 
pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain dan syarat yang menentukan 
bahwa perusahaan lain itu harus berbadan hukum, maka hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa pekerja beralih 
menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan 
pemberi pekerjaan (ayat 8). 
3. Pasal 66, mengatur bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa 
pekerja tidak boleh dipergunakan oleh pemberi kerja untuk melakukan 
kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses 
produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan 
langsung dengan proses produksi. 
       Jika melihat isi dari perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja kontrak 
dengan perusahaan penyedia jasa pekerja PT. Bringin Gigantara, maka dapat 
dikatakan perjanjian tersebut telah sesuai dengan persyaratan bentuk perjanjian 
kerja yang dibuat secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.    
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C. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Maintenance ATM PT. Bank 
Rakyat Indonesia Cabang Tegal yang Diperpanjang Lebih dari 1 Kali 
Perpanjangan Maksimal 3 Kali. 
       Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, lingkup perlindungan 
terhadap pekerja antara lain meliputi : 
1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan 
pengusaha. 
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 
3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan. 
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. 
       Perihal perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing sendiri secara umum 
penulis disini membagi menjadi 3 hal, yaitu: 
1. Perlindungan ekonomis. Perlindungan ekonomis erat kaitannya dengan 
masalah upah yang diterima oleh tenaga kerja outsourcing itu sendiri, hal itu 
mengenai upah gaji pokok maupun gaji tunjangan-tunjangan yang diterima. 
Dalam praktik di PT. Bringin Gigantara dijelaskan dalam perjanjian kerja 
bahwa gaji yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing/alih daya 
disesuaikan dengan UMR dan juga ditambah dengan gaji tunjangan ketika 
tenaga kerja bekerja lembur, gaji diberikan sesuai dengan kesepakatan 
dikontrak dari awal perjanjian sampai dengan selesainya perjanjian kerja yang 
telah disepakati. 
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2. Perlindungan sosial. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja, 
yang dimana berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang memungkinkan 
pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana 
manusia pada umunya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan 
anggota keluarga. Dalam pelaksanaannya tenaga kerja outsourcing/alih daya 
tidak dijamin mengenai tunjangan di hari tua, tetapi dijamin ketika terjadi 
kecelakaan kerja, ketika terjadi kecelakaan kerja PT. Bringin Gigantara yang 
bertanggung jawab. 
3. Perlindungan teknis. Perlindungan teknis erat kaitannya dengan usaha-usaha 
untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang 
ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan, perlindungan ini 
lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Pada praktiknya hal ini tenaga 
kerja outsourcing/alih daya yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Tegal dalam kesehatan kerja dijamin dengan kartu Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibuat untuk para tenaga kerja 
yang dibuat oleh PT Bringin Gigantara. Dalam hal ini perlindungan teknis 
tenaga kerja outsourcing/alih daya bila mengacu pada peraturan Pasal 86 ayat 
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
bahwa setiap tenaga kerja outsourcing/alih daya berhak mendapatkan 
keselamatan dan kesehatan kerja, hal ini dapat terlihat dari pemberian 
jaminan berupa kartu kesehatan untuk dapat digunakan ketika tenaga kerja 
sakit ataupun sekedar cek kesehatan. 
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       Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis PT. Bringin Gigantara dalam 
membuat perjanjiannya secara baku tidak menjelaskan bagaimana proses 
perpanjangan masa kerja pekerja kontrak yanng memilki dedikasi tinggi terhadap 
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal. Bahkan dalam prakteknya ada 
beberapa tenaga kerja kontrak yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun, sehingga 
hak dan kewajibannya seharusnya disamakan dengan tenaga kerja dalam 
perusahaan. 
       Jika dipahami maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi 
dalam pelaksanaan outsourcing di Bank Rakyat Indonesi Cabang Tegal terdiri 
antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja. Serta antara 
perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja terdapat 
perjanjian penyediaan jasa pekerja. Dalam perjanjian ini, maka pekerja/buruh 
memiliki status sebagai pekerja kontrak dalam perusahaan tempatnya bekerja.  
       Para pekerja/buruh dapat bekerja pada perusahaan tersebut sesuai dengan 
waktu yang telah tercantum dalam perjanjian kerja, yaitu 2(dua) tahun dan hanya 
boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu1(satu) tahun, jadi jangka 
waktu lama masa kontrak pekerja/buruh adalah 3(tiga) tahun. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor Kep-
100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu(“Kepmenakertrans 100/2004”) bahwa PKWT hanya dibuat untuk 
paling lama 3 (tiga) tahun. 
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       Sehingga jika melihat perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak dan isi 
yang tertuang dalam perjanjian tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai 
perpanjangan masa kerja, akan tetapi semua diserahkan kepada pihak pemberi 
kerja disini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal. Sehingga dapat 
dikatakan apabila pihak pemberi kerja terhadap tenaga kontrak dalam bidang kerja 
maintenance ingin memperpanjang masa kerja adalah hak dari PT. Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Tegal. 
       Mengenai perpanjangan masa kerja maintenance pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Tegal, telah dijelaskan dalam undang-undang bahwa paling 
lama masa kerja adalah 3 tahun. Akan tetapi prosesnya tidak dijelaskan secara 
gamblang dalam perjanjian. Akan tetapi jika penulis melihat peraturan yang ada 
dalam Pasal 59 ayat (5) dan (6), dijelaskan bahwa: 
Ayat (5) 
“Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu 
tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu 
tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada 
pekerja/buruh yang bersangkutan.” 
Ayat (6) 
“Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah 
melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian 
kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu 
ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.”. 
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       Sehingga jika perusahaan ingin melakukan perpanjangan masa kontrak 
haruslah sesuai dengan proses yang diterangkan peraturan di atas dan tidak lebih 
dari 3 tahun. Dan apabila perusahaan ingin memperpanjang masa kerja hingga 
lebih dari 3 tahunn maka PT. Bank Rakyat Indoneia Cabang Tegal haruslah 
mengangkat pekerja kontrak tersebut menjadi tenaga kerja tetap, sehingga hak dan 
kewajbannya pun berbeda dari pekerja kontrak. Ini adalah bentuk peraturan yang 
menjadi perlindungan hukum bagi para tenaga kerja kontrak maintenance pada 
perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal, meskipun dalam perjanjian 
tidak dijelaskan mengenai prosesnya.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian mengenai terkait pelaksanaan outsourcing yang 
ada pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tegaal, maka penulis dapat 
merumuskan simpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan outsourcing yang dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Tegal awal mulanya melalui proses perjanjian yang dilaksanakan oleh 
tenaga kerja kontrak dengan PT. Bringin Gigantara dalam bentuk perjanjian kerja 
waktu tertentu. berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap perjanjian kerja 
waktu tertentu yang dibuat antara pekerja kontrak dengan PT. Bringin Gigantara 
sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dimana di dalam Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut sudah 
memenuhi syarat pada Pasal 54. Dari perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat 
antara pekerja kontrak dengan perusahaan penyedia jasa pekerja tersebut maka 
dapat dilihat bahwa hubungan kerja yang terjadi adalah antara pekerja kontrak 
dengan perusahaan penyedia jasa pekerja dan bukan dengan perusahaan pemberi 
kerja (Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal) akan tetapi pekerja kontrak 
diwajibkan untuk menaati ketentuan perjanjian yang dibuat ini, peraturan 
perusahaan dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan baik oleh 
perusahaan penyedia jasa pekerja maupun Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal. 
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2. Mengenai perlindungan hukum pekerja kontrak Maintenanec ATM PT. Bank 
Rakyat Indonesia Cabang Tegal yang diperpanjang lebih dari 1 kali perpanjangan 
maksimal 3 kali tidak dijelaskan dalam perjanjian dan dalam prakteknya terdapat 
beberapa pekerja kontrak yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun sehingga 
bertentangan dengan peraturan yang ada terutama terkait Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor Kep-
100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (“Kepmenakertrans 100/2004”) bahwa PKWT hanya dibuat untuk 
paling lama 3 (tiga) tahun. Meskipun dalam perjanjian waktu tertentu tidak 
dijelaskan secara jelas mengenai perpanjangan masa kerja akan tetapi perusahaan 
haruslah mengikuti ketentuan hukum positif yang berlaku dan guna menghindari 
pelanggaran yang ada, pekerja kontrak yang memiliki dedikasi tinggi haruslah 
diangkat menjadi pekerja tetap sehingga hak dan kewajibannya pun ikut berubah. 
Hal inilah bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja kontrak yang masa 
kerjanya lebih dari 3 tahun.  
B. Saran 
1. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh pekerja kontrak 
dengan perusahaan penyedia jasa pekerja hendaknya perlu diadakan perbaikan 
khususnya pada hubungan kerja antara pekerja kontrak dengan perusahaan 
pemberi kerja, karena dalam perjanjian kerja yang dibuat hubungan kerja yang 
timbul adalah antara pekerja kontrak dengan perusahaan penyedia jasa pekerja 
akan tetapi pekerja kontrak juga harus tunduk pada peraturan perusahaan 
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perusahaan pemberi kerja disini dapat dikatakan kaburnya hubungan kerja yang 
terjadi antara kedua belah pihak. 
2. Mengenai perpanjangan masa kerja outsourcing haruslah secara jelas diatur dalam 
perjanjian yang dibuat antara para pihak. Hal ini guna melindungi hak-hak pekerja 
apabila masa kerjanya lebih dari peraturan perundang-undangan yang telah 
mengaturnya.  
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